BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT H
NGANJUK

SEPUTUSAN

BUPATI 4EPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUA
. NOMOR :&/6 TAHUN: 1990 e
| TENTANG

PEMBERIAN IJIN %%EPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA-
RAAN PENDIDI#?AN,(BP 3) SMP NEGERI BARON SABUPATEN DAERAH -
TINGSAT IT NGANJUK UNTUA MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA =
ANGGOTANYA/VALI IRRID TAHUN 1990,

BUPATT SEPATA DAERAH TINGHAT IT NGANJUK

@ mmmane  : 1.8ahwa dalan rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan IL
mu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnys, khususnya SMP-‘_‘
Negeri Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu ada=-
nya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Ne
geri maupun dari Partisipasi masyéral«:at itu sendiri terutama
didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).:

2.,Bahwa Pengurus BP3 SMP Negeri Baron Kabupaten Daerah Ting =
kat IT Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggo=
tanya/Walimurid pada tanggal T Oktober 1989 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian se
cara aklamasi memut;zska.n untuk membangun serta melengkapi sa

rana program pendidikan antara lain

‘v ' - - lembangun tempat wudhu Musholla = Rpe 160004000 ==
: - llembuat Instalasi listrik 6,600 Wat
‘dengan biaya n WL 600,000
- Pengadaan penambahan meja & kursi : i
80 stel a Rpe 25,000,== = " 2,000,000 ,=
- ?embelian mesin stensil = " 1.800,0004-=
sk i e e e >
Jumlah = Rpe 84800,000,==

Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rp. 8.800,000,--{de

lapan juta delapan ratus ribu rupish)e.

3.Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak kebe =

* ratan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri-
Baron untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, Sepan
jang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepenting
an program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Ke -
putusan Bupati “epala Daerah,
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme =
rintahan di Daerah.;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengwmpulan uang -
dan barang.s

3. Peraturan Pemerintah Republmk Indonesia Nomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpitlan Sumbangan@

1, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pen i
didikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2 /
13/1978 dan Nomor 8306/NRK/1978 Tanggal 8-8-1978 tentang =
Pungutan Maga Sumbangan dari Orang tua murides

2. Surat Edaran Departemen PendidiXan dan Kebudayaan Propingi-

- Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.,04.22/B.18-1984
tentang Pungutan pada Sekolah Negeri,.; :

3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Lantor Departemen Pendi =
didikan dan Kébudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 27 Desem -
ber 1989 Nomor 2629/104.22/3—1989.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATT KEPATA DAFRAN TINGKAT IT NG&NJUK TENTANG PEM-
BERTAN IJIN LEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PEN
DIDISAN (BP -3) SMP NEGERI BARON SABUPATEN DAFRAH TINGAAT IT =
NGANJUS UNTUX MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA. AﬂGGOTANYA/%ALI -
MURID TAHUN 1990,

Pasal 1 ;
Memberi Ijin-ﬁepaaa Pengurus BP 3 SHP Negeri Baron #a =

| bunaten Daerah Tlngkat ITI Nganjuk untuk menghimpun sumbangan -

dari para ang&otanya/wall murld dengan ketentuan sebagai beri-

kut :

ae. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksi-

mum atau secara tetap.;

be Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan -

atau paksaan,; '

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid barie
atau kenaikan kelas dan seﬁégainya.,

de Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di
terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;

e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan pengguna=
an sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencans -
perlu dipertanggung aawabkan kepada rapaf Anggota BP 3 SlP=
Nagari Baron.

£ Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbarigan yang =

dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggue-
nakan personil sekolah atau murid,
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Pasal 8

Pengurus BP 3 SNMP Negeri Baron sebagaimana tersebut Pasal 1
diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara-
tertulis harus melaporkan hasilnys kepada Bupati Xepala Daerahe

Pasal 3 | :

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ka{
tentuanpketenﬁuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan~
dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pend1d1k~
an SHP Negeri Baron Kabupaten Daerah Pingkat IT Nganadk.

t ‘Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II ﬂganauk sewaktu-waktu dapat
mengawasi serta memeriksa hasil usaha 8ari BP 3 serta pengsunaan -
Sumbangan SUP Negeri Baron Kabupaten Daersh Tingkat IT Nganjuk,

: Pasal 5

Keputusan.ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetap =
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila 4
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : NGANJ UK
Tanggal

BUPATI KEPALA DAERAHJTINGSAT II
P e

SALINAN : “eputusan ini disampai¥an g Drs. IBNU SALAM
Kepada :

YtheleSdr.Gubernur Xepala Daerah Ting=-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2.8dr Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi =
Jawe, Timur di SURABAYA,;
3.8dr.Pembantu Gubernur di SEDIRI,;
4.Sdr.MUSPIDA “abupaten Dati II
Nganju . :
5.8drsKetua DPED Kab,Dati II Nganjuk, ' )

6.5dr.Kepala Lantor SOSPOL “abupaten
Dati II Nganguk

ToSdrJHakan DEPDIKBUD ﬁab.Dati 1T
Nganjuk. 3

8.8drJKepala Itwilkab Dati II Nganjuk,

9.5dr,Pembantu Bupati di Kertosenoo

10o.Sdr.Camat Baron di Baron.
11.8dr.fepala SMP Negeri Baron di Baron.

12.8drdetua BP 3 SMP “egerl Baron di ;
Barong
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